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Abstract
Good service cannot be separated from the role of service providers, namely government
officials. The implementation of main duties and functions as government officials in providing
good public services to the community is required to have adequate resources, the attitude
of government officials which has an impact on the quality of services provided to the
community who use services. The purpose of this study was to determine and analyze the
performance of employees at the Pekanbaru City Investment and One Stop Integrated
Service Service through a study on the implementation of building permit services with a
focus on the performance of employees in realizing good service to the community. The
research method used is qualitative and the data collection technique used in this research is
descriptive qualitative. The results of this study indicate that the quality of employees is still not
good, including there are some employees who are not in their place, while the community
comes for their respective service needs, in other words, employees are not disciplined. There
are inaccuracies in completing some tasks, as the researchers saw in field observations to
obtain building permits and there is still a selective culture in its management.
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Abstrak
Pelayanan yang baik tidak lepas dari peran penyedia jasa yaitu aparatur pemerintah.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai aparatur pemerintah dalam memberikan
pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dituntut memiliki sumber daya yang
memadai, sikap aparatur pemerintah yang berdampak pada kualitas pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat pengguna jasa. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis KInerja Pegawai Pada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru melalui studi pelaksanaan pelayanan izin
mendirikan bangunan dengan fokus kajian pada kinerja karyawan pegawai dalam
mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan
adalah kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pegawai masih kurang
baik, diantaranya terdapat beberapa pegawai yang tidak pada tempatnya sedangkan
masyarakat datang untuk kebutuhan pelayanannya masing-masing, dengan kata lain
pegawai tidak disiplin. Terdapat ketidaktepatan dalam penyelesaian beberapa tugas,
seperti yang peneliti lihat pada observasi lapangan untuk mendapatkan izin mendirikan
bangunan dan masih adanya budaya selektif dalam pengelolaannya.
Kata Kunci: Kinerja; Pegawai; Pelayanan Publik
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PENDAHULUAN
Salah satu peran dari aparatur dalam hal ini pemerintah adalah memberi pelayanan
kepada masyarakat melalui pelayanan publik. hal itu merupakan bagian dari hal wajib yang
harus dilakukan oleh pemerintah sebab merupakan sebagai pelayan masyarakat. tugas dan
fungsi tersebut harus dijalankan dengan baik agar pelayanan public yang diterima dan
sampai kepada masyarakat juga berkualitas baik. untuk dapat memberikan service kepada
masyarakat dengan kualitas yang baik maka aparatur pemerintah juga diharuskan memiliki
kinerja yang baik, sebab utamanya aparatur pemerintah memiliki tugas untuk memberikan
pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Kualitas dari pelayanan publik yang
sampai ke masyarakat merupakan cerminan dari kinerja aparatur pemerintah baik secara
individu maupun kelompok yang kemudian berpengaruh secara menyeluruh pada citra
kinerja organisasi.
Pelayanan publik yang dibuat oleh aparatur pemerintah adalah bertujuan untuk
memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pelayanan. kemudahan ini dapat
berbentuk dengan tidak mempersulit urusan masyarakat yang membutuhkan pelayanan
publik misalnya saja dengan tidak menjadikan urusan masyarakat menjadi berbelit-belit,
kemudian mengedepankan kepentingan umum, memangkas waktu pelaksanaan atau
pengurusan sehingga dapat memberikan kepuasan bagi masyarakat yang menggunakan
jasa service untuk melakukan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah.
didapatkannya kepuasaan oleh masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh
aparatur pemerintah merupakan tindakan pengabdian yang nyata dari aparatur
pemerintah yang memang merupakan abdi negara.
Dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Lukman (2002) memiliki
pendapat yang sangat sesuai dengan pernyataan itu. “Tindakan untuk membantu,
kemudian menyediakan, serta menyiapkan dan juga mengurus sesuatu hal yang di
butuhkan oleh banyak orang yang bentuknya berupa produk juga jasa dan prosedurnya
dikerjakan dengan teratur dan sama dengan standarnya merupakan bagian dari
pelayanan, perilaku dari aparatur pemerintah dalam memberikan produk barang atau jasa
kepada masyarakat akan menentukan kualitas pelayanan dari aparatur pemerintah, jika
perilaku yang dikedepankan adalah keramahan, kejujuran serta ketepatan waktu maka
kepuasaan pelayanan akan dapat diterima oleh masyarakat, jika hal ini terus dijalankan
maka akan menimpulkan rasa saling percaya di antara masyarakat dan aparatur
pemerintah.
Untuk terwujudnya pelayanan yang baik dengan kualitas baik maka sangat
dibutuhkan Kinerja yang mumpuni dari para pegawai. Dalam hal ini kinerja merupakan hal
yang telah dicapai atau tingkat keberhasilan dari seseorang selama waktu tertentu dengan
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menyeluruh dan tugas yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang inginkan (Anwar Prabu
Mangkunegara, 2009).
Menurut Dwiyanto (2006:56) yang dikutip dari La Ode Muhammad Elwan. (2019) bahwa
pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat (publik)
merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai pelayan masyarakat (abdi),
disamping sebagai abdi negara. Dalam konteks ini masyarakatlah sebagai aktor utama
(pelaku) pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan,
membimbing serta menciptakan suasana yang menunjang kegiatan-kegiatan dari
masyarakat tersebut. Pada kondisi ini aparatur negara dituntut untuk lebih mampu
memperbaiki kinerjanya (pelayanan prima) dan diharapkan lebih mampu merumuskan
konsep atau menciptakan iklim yang kondusif, sehingga sumber daya pembangunan dapat
menjadi pendorong percepatan terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
Pelayanan yang telah menunjuk kepada aturan formal dianggap telah memenuhi sendi-
sendi pelayanan yang baik dan aparat pelayanan dianggap telah konsisten dalam
menerapkan aturan hukum pelayanan. (Muhammad Elwan, 2019)
Terselenggaranya kegiatan pelayanan publik merupakan bagian dari wujud nyata
tanggung jawab dari aparatur pemerintah yang termasuk kedalam tugas dan fungsinya.
Tugas-tugas umum aparatur pemerintah yang berupa penyelenggaraan dan
pembangunan. aktifitas yang terselenggara itu diantaranya adalah yang mencakup
kegiatan untuk mengatur, membina juga mendukung untuk tujuan terpenuhinya hal yang
dibutuhkan oleh masyarakat atau berupa segala aspek lainnya yang merupakan kegiatan
dari masyarakat utamanya dalam hal keterlibatannya di dalam pembangunan. Tugas dan
fungsi aparatur pemerintah ini dipaparkan dalam unit-unit layanan penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat. ujung tombak terdepan dalam urusan pelayanan public ini
tentunya adalah petugas pelayanan sebab secara langsung berhadapan kepada publik,
oleh sebab itu, kemampuan dan kecakapan kompetensi haruslah dimiliki oleh aparatur
pemerintah sebagai petugas pelayanan, agar pelayanan yang diberikan kepada
masyaralkkat adalah pelayanan yang memiliki kualitas baik sehingga tidak menimbulkan
kekecewaan di hati masyarakat. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat yang juga sebagai upaya pembenahan terhadap pelayanan publik
maka di bentuklah Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini adalah bentuk pelayanan yang
terhubung dalam satu kesatuan proses yang tahapannya dimulai dari adanya permohonan
hingga ke tahap terselesaikannya produk pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat
melalui satu pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini diselenggarakan hingga ke tingkat
provinsi juga tingkat kabupaten. sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh orang nomor
satu di Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal maka pelayanannya dilakukan
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secara terpadu melalui sistem satu pintu yang diterapkan oleh kabupaten/kota yang
pelaksanaannya dilakukan stakeholder setempat yang wewenangnya diberikan kepada
perwakilan yang berupa perizinan dan non perizinan yang kemudian menjadi tanggung
jawab dari stakeholder yang berada di tingkat kabupaten atau kota.
Diselenggarakannya layanan dengan sistem satu pintu yang terpadu satu ini
dilakukan untuk dapat melakukan peningkatan dalam memberikan pelayanan publik yang
baik kepada masyarakat, salah satunya yaitu dengan upaya mempersingkat waktu yang
dibutuhkan untuk proses pelayanan agar pelayanan dapat berjalan lebih cepat dari
sebelum-sebelumnya, kemudian selain itu pelayanan ini juga bertujuan untuk memberikan
pelayanan yang tidak cepat saja, tetapi juga memberikan biaya rendah serta mudah untuk
dijangkau, serta adanya transparansi diantara masyarakat juga aparatur pemerintah.
Pelayanan satu pintu yang terpadu terselenggara di Kota Pekanbaru telah di mulai tahun
2014. Didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru merupakan sebagai pelaksana pemerintah
daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.
Izin yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidaklah
sedikit melainkan sangat beranekaragam kemudian terdapat beberapa diantaranya yang
menjadi sumber pendapatan daerah seperti Izin untuk dapat berdirinya suatu bangunan.
Dalam peraturan Kota Pekanbaru, izin untuk dapatnya suatu bangunan berdiri harus telah
sesuai dengan standar operasional prosedur yang dimiliki oleh pemerintah setempat yang
telah tertuang dalam aturan Nomor 1 Tahun 2010 yang merupakan Peraturan Daerah Kota
Pekanbaru mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Yang Berlaku Sementara.
METODOLOGI
Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan analisa terkait dengan kinerja pegawai yang
bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru
yang berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan izin untuk mendirikan bangunan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.
Metode kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (1992) merupakan suatu penelitian yang
hasilnya berupa data deskriptif: subjek dari yang diteliti akan diamati, hal yang diamati ini di
antaranya adalah perkataannya, tulisannya, sikap ataupun prilakunya. Subjek penelitian
yang bentuknya organisasi atau individu, tidak dikerucutkan menjadi variabel yang terpisah
atau menjadi hipotesis namun dianggap menjadi bagian dari suatu keutuhan. Sumber data
adalah sumber/asal subjek dari mana saja data-data yang diperlukan bisa didapatkan oleh
peneliti. Pemberi informasi dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik
purposive sampling. Purposive Sampling berdasarkan penjelasan Sugiyono (2013) merupakan
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suatu teknik yang memperoleh sampel dan dengan mempertimbangkan sumber data
tertentu. pertimbangan tertentu ini maksudnya adalah bahwa dilakukan karena orang yang
dipilih sebagai informan adalah dia yang dinilai sebagai orang yang lebih mengetahui
mengenai hal yang dibutuhkan dalam penelitian atau selain itu dapat pula bahwa informan
tersebut merupakan orang yang dipercaya sebagai penguasa sehingga hal itu akan sangat
membantu peneliti dalam menelusuri objek maupun situasi sosial yang akan diteliti.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kinerja Pegawai Dalam Memberikan Izin Memberikan Bangunan
Pada dasarnya Konsep kinerja adalah bagian dari berubahnya serta bergesernya
pandangan yang berasal dari konsep produktivitas yaitu pengakuan terhadap seseorang
ataupun organisasi yang mampu dalam upayanya menggapai maksud dan target tertentu.
Berdasarkan pendapat Amstrong dan Baron, kinerja adalah hasil dari pekerjaan yang
memiliki hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan
memberikan kontribusi pada ekonomi (Amstrong dan Baron, 1998). Kinerja menurut Anwar
Prabu Mangkunegara (2000) merupakan kualitas dan kuantitas dari hasil kerja seorang
pegawai. kualitas dan kuantitas ini akan dinilai berdasarkan kesesuaian pekerjaan dan
tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. Kinerja yang baik sangat dituntut untuk
dimiliki oleh Aparatur pelayanan publik agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan
tidak merasa dirugikan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, A. Dale
Timple (2002) berpendapat bahwa faktor tersebut di antaranya adalah faktor eksternal dan
internal. Adapun faktor internal dalam menentukan kinerja adalah faktor kaitannya erat
dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang, selanjutnya yang termasuk ke dalam faktor
eksternal yaitu hal-hal yang dapat memberikan pengaruh pada kinerja seseorang misalnya
saja yang asalnya dari kondisi lingkungan pegawai. lingkungan yang dapat mempengaruhi
kinerja dapat berupa seperti perilaku, sikap, tindakan rekan kerja, bawahan bahkan
pimpinan, fasilitas kerja maupun iklim organisasi.
Faktor-faktor berupa eksternal dan internal ini akan muncul sebab terdapatnya
persaingan kemampuan yang mumpuni diantara pegawai pelayanan, keramahan sikap
dan etika serta kondisi situasi dan kondisi sekitar yang sarana dan prasarana nya memadai
serta karakter yang dimiliki oleh pimpinan selama organisasi berada dibawah
kepemimpinannya. untuk dapat menghadirkan dan menghasilkan kinerja pegawai yang
maksimal yang baik maka dibutuhkan aturan dan prinsip yang harus dipenuhi agar
pelayanan tersebut dapat dikategorikan baik. hal-hal dasar yang seharusnya telah dimiliki
pegawai dalam melayani publik seminimalnya adalah telah sesuai dengan prosedur yang
berlaku yang mencakup durasi, tarif, hasil, sarana dan prasarana, serta keterampilan dari
petugas yang bertugas sebagai pemberi pelayanan.
607
Journal Publicuho
ISSN2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 4 Number 2 (May-July), (2021)pp. 591-601 Accredited SINTA SK.NOMOR 28/E/KPT/2019
Open Access at:http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index 10.35817/jpu.v4i2.18235
| J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 4 . N o 2 . 2 0 2 1 | Copyright©2021
Agus Dwiyanto (2012) mengemukakan faktor internal yang dapat
menentukan/determinan kinerja dari pelayanan publik, pada ketentuan yang
dikemukakannya ini terdapat enam variabel, yaitu wewenang diskresi, orientasi pada
perubahan, budaya paternalistik, adab dalam memberikan suatu pelayanan, sistem reward
dan membangun semangat untuk dapat bekerjasama, namun, wewenang diskresi untuk
penulisan ini tidak termasuk ke dalam parameter sebab adanya rangkaian yang mesti
dilakukan dan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan kewenangan
diskresi batasannya tidak pasti, sebab aturan yang mengatur tidak ada dan dinilai sebagai
suatu keputusan tidak dapat di ukur oleh aparatur pemerintah karena tidak adanya batasan.
Kualitas pelayanan aparatur yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, dalam Keputusan
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Pedoman ini merupakan suatu langkah-langkah
pelayanan, yang di dalamnya termasuk pula durasi penyelesaian, tarif layanan, hasil
layanan, serta kelengkapan sarana juga prasarana dan keterampilan yang dimiliki oleh
petugas pelayanan, tarif layanan dan hasilnya dalam penelitian ini sudah tergolong dalam
rangkaian layanan, oleh sebab itu faktor yang dipakai dalam tulisan ini ada empat faktor.
Faktor-faktor itu adalah Prosedur pelayanan, dasar dari pelaksanaan layanan publik adalah
prosedur, sehingga keberadaannya harus ditetapkan untuk pegawai maupun pengguna
layanan umum, termasuk pula hal laporan sehingga kedepannya persoalan yang sama
tidak lagi terjadi. Ketetapan aturan-aturan ini wajib didasarkan pada standar operasional
prosedur, agar pihak-pihak yang berkaitan dengan pelayanan publik dapat mengerti
tentang mekanismenya. serangkaian peraturan layanan public tidak diperbolehkan berbelit-
belit melainkan harus bersifat mudah untuk dapat dipahami oleh penggunanya. Masyarakat
kemudian akan menerima Produk pelayanan yang didapatkan sesuai dengan ketetapan
yang telah ditentukan. Secara konsisten rincian biaya penanganan harus ditetapkan dan
tidak diperkenankan perlakuan diskriminasi, karena hal tersebut dapat menghadirkan rasa
tidak percaya dari yang menerima layanan publik kepada yang memberikan pelayanan
publik. Setiap jasa pelayanan publik harus memberikan rincian yang jelas kepada
masyarakat yang membutuhkan hal ini untuk mencegah timbulnya perasaan cemas di hati
masyarakat, terkhususnya bagi pihak atau masyarakat yang berada dalam kondisi kurang
mampu. Waktu penyelesaian, penyelesaian permohonan telah diketahui sejak permohonan
diajukan, pengajuan yang cepat selesai akan menjadikan rasa percaya masyarakat
kepada pemberi layanan public menjadi lebih meningkat. Adanya kepastian waktu
pelayanan dan pengajuan yang diselesaikan di kurun tepat waktu akan sangat membantu
masyarakat. Sarana dan prasarana, tersedianya perlengkapan peralatan yang memadai
oleh penyelenggara pelayanan publik. perlengkapan peralatan atau yang sering dikatakan
608
ANALISIS KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PEKANBARU (Studi dalam pelaksanaan pelayanan izin mendirikan bangunan)
ISSN2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print
Volume 4 Number 2 (May-July-2021) pp.591-601 Trio Fernando, et.al
DOI: 10.35817/jpu.v4i2.18235
| J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 4 . N o 2 . 2 0 2 1 | Copyright©2021
sebagai Sarana dan prasarana yang memadai ini meliputi perlengkapan alat kerja dan
termasuk alat-alat lainnya yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik, tersedianya
sarana berupa teknologi komunikasi jarak jauh yang menggunakan sistem digital. kemudian
tersedianya tempat untuk bekerja yang nyaman juga baik dan adanya tempat untuk
menunggu sehingga masyarakat tidak bosan ketika menunggu pengajuannya diproses atau
menunggu antrian. tidak hanya itu tersedianya kondisi tempat pelayanan publik yang bersih
dan rapi tentu juga diperlukan baik oleh masyarakat maupun pemberi layanan publik. situasi
dan kondisi tempat bekerja yang indah juga sehat dan fasilitas pelayanan pendukung
misalnya tersedianya tempat ibadah, lahan untuk parkir, serta toilet maka hal ini sangat
berpengaruh pada kinerja aparatur pemerintahan dalam hal ini yang membidangi
pelayanan publik. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, penetapannya dilakukan harus
dengan tepat yang didasarkan pada kemampuan, wawasan, sikap, dan perilaku serta
keahlian yang diperlukan.
Layanan satu pintu terpadu di Kota Pekanbaru pelaksanaannya mulai
diselenggarakan di tahun 2014. Pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang melaksanakan tugas di bidang layanan Satu Pintu Terpadu
dan Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru. Adapun jenis izin yang diurus oleh dinas ini adalah
Tabel 1. Jenis Pelayanan yang dikelola Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru
No Jenis Perizinan
1 Izin Gangguan 17 Izin Laik Sehat
2 Izin Mendirikan Bangunan 18 Izin Operasional MenaraTelekomunikasi Terpadu
3 Izin Usaha Perdagangan 19 Izin Pengambilan Air Bawah Tanah
4 Tanda Daftar Industri 20 Izin Penurapan Mata Air
5 Tanda Daftar Gudang 21 Izin Pengeboran
6 Tanda Daftar Perusahaan 22 Izin Perusahaan Pengeboran AirBawah Tanah
7 Izin Perluasan Industri 23 Izin Juru Bor
8 Izin Usaha Industri 24 Izin Usaha Kepariwisataan
9 Izin Usaha Jasa Konstruksi 25 Izin Klinik
10 Izin Optikal 26 Izin Mendirikan Rumah Sakit
11 Izin Apotek 27 Izin Operasional Rumah Sakit
12 Izin Pelayanan Klinik Kecantikan 28 Izin Praktek Bidan
13 Izin Pelayanan Klinik Kebugaran 29 Izin Praktek Perawat Gigi
14 Izin Toko Obat 30 Izin Praktek Perawat
15 Izin Toko Alat Kesehatan 31 Izin Wajib Daftar Ulang
16 Izin Pengobatan Tradisional/Alternatif 32 Laporan Tahunan
Sumber: Dinas PMPTSP Kota Pekanbaru
Kota Pekanbaru sebagai daerah yang mulai maju membutuhkan tata wilayah dan
pembangunan perumahan karena dinilai memiliki potensi yang cukup besar serta sesuai
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dengan SDA dan jumlah penduduk yang cukup tersedia di kota ini. Banyaknya jumlah
penduduk di kota yang dijuluki kota Bertuah ini menjadi peluang investasi juga potensi
investasi bagi para penanam modal untuk mempercayakan Kota Pekanbaru untuk
penanaman modalnya. Untuk dapat melakukan investasi di Kota Pekanbaru, investor harus
melakukan pengurusan izin investasi dan izin investasi itu diantaranya adalah izin untuk dapat
mendirikan bangunan.
Izin yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tidaklah sedikit melainkan beranekaragam dalam jumlah yang banyak, namun, bagi daerah
pengelolaan izin untuk bolehnya mendirikan bangunan merupakan sumber Pendapatan Asli
bagi Daerah. Pelaksanaan Izin untuk diperbolehkannya membangun bangunan telah diatur
dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi IMB dan Perwako
Pekanbaru Nomor 61 Tahun 2016 Tentang IMB Yang Berlaku Sementara. Untuk dapat
mendirikan bangunan di Kota Pekanbaru harus mengikuti standar operasional prosedur yang
telah disebutkan dalam peraturan daerah Kota Pekanbaru.
Fokus yang ingin penulis teliti dalam penelitian ini adalah pelayanan izin mendirikan
bangunan. Di Tahun 2018 target Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak tercapai
sesuai dengan harapan yaitu 22,24 persen. Di tahun 2019 realisasi PAD Kota Pekanbaru
mengalami kenaikan yang berasal dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yaitu menjadi 23,56
persen.
Penyelenggaraan pengurusan izin tersebut melalui Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru. Sumber daya aparatur pelayanan untuk
pelaksanaan pengurusan izin ini memerlukan pegawai-pegawai yang mempunyai kinerja
yang baik yaitu yang memiliki kemampuan untuk melakukan pelayanan yang baik kepada
masyarakat dengan keramahan sikap, kemudian wawasan dan keterampilan dibidangnya
juga baik, serta adanya peralatan perlengkapan yang mencukupi, rangkaian dan tariff
layanan yang diperlukan serta akan dikeluarkan harus memiliki kejelasan juga transparan
kemudian waktu pengerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikannya juga harus tepat
waktu dan tidak berlama-lama.
penulis menilai bahwa kinerja yang dimiliki oleh pegawai di Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru hingga sekarang belum sejalan dengan
visi dan misi yang dimiliki oleh dinas tersebut yaitu Terwujudnya Pekanbaru Menjadi Kota
Tujuan Investasi Melalui Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Prima,
berdasarkan hal ini penulis menilai pelayanan perizinan maupun non - perizinan belum
dapat terlaksana dengan maksimal, tidak hanya itu, penulis juga menilai bahwa kinerja
yang dimiliki oleh pegawai yang bekerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu juga masih belum sejalan dengan misi dinas tersebut misalnya saja
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dengan salah satu misi yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur
pelayanan.
Belum baiknya kepemilikan kualitas oleh pegawai dapat dilihat dari masih adanya
pegawai-pegawai yang ditemui tidak berada di meja kerja pada waktu pelayanan,
sementara itu masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus menunggu. Hal ini
merupakan salah satu bentuk dari tidak disiplinnya pegawai pelayanan publik. kemudian
adanya perbedaan informasi yang berasal dari pegawai dan atasan, hal ini penulis temukan
saat ingin memperoleh data penelitian ke dinas yang kemudian penulis bertanya kepada
pimpinan dinas tersebut bagaimana cara untuk memperoleh data yang sesuai dengan
penelitian saya. atasan dinas kemudian memberikan saya data dan untuk lebih lengkapnya
saya diarahkan ke bagian yang membidangi namun, saat itu pegawai yang membidangi itu
tidak berkenan untuk memberikan data yang saya perlukan untuk keperluan penelitian
dengan alasan privasi.
Penyelesaian tugas oleh pegawai pelayanan public ini juga cenderung tidak tepat pada
waktunya, hal ini penulis temukan disaat melakukan riset lapangan dan melihat
kepengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penulis menemukan adanya masyarakat
yang menggerutu disebabkan berkas pengurusan izin yang telah diajukannya tidak kunjung
selesai dan telah melewati waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Selain itu ada
pula masyarakat yang kecewa sebab petugas lapangan pelayanan publik belum
melakukan observasi meskipun memiliki waktu untuk melaksanakan observasi lapangan.
Budaya pilih memilih dalam kepengurusan ini masih melekat dalam sikap pegawai
pelayanan publik yaitu dengan memilih dan membedakan masyarakat dengan kelas-kelas
tertentu misalnya yang kaya atau yang memiliki kedekatan dengan aparatur maka
keperluan urusannya akan lebih dipermudah.
KESIMPULAN
Berdasarkan Hasil Penelitian Dan Pembahasan Terkait Kinerja Pegawai yang berada dalam
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Dalam
Pelaksanaan Pelayanan untuk Izin Mendirikan Bangunan terdapat beberapa permasalahan
dan perseolan. Kinerja pegawai kurang maksimal dalam memberikan pelayanan yang
prima kepada masyarakat untuk melayani pengurusan izin mendirikan bangunan yang ada
di Kota Pekanbaru. Ini bisa dilihat dari kurang nya jumlah Sumber Daya Manusia (pegawai)
dalam memberikan pelayanan sehingga masyarakat merasa cukup lama dalam proses
administrasi. Jumlah pegawai dan masyarakat yang datang sangat tidak sesuai. Selain
jumlah Sumber Daya Manusia, masih ditemui bahwa tingkat kesadaran dalam
melaksanakan tanggung jawab dalam bekerja juga sangat minim, ini bisa dilihat masih ada
pegawai yang datang tidak sesuai dengan waktu kerja yang sudah ditentukan dan pada
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saat jam kerja tidak ada ditempat. Mekanisme dan prosedur dalam mengurus izin
membangun harus mempermudah masyarakat dan tidak terbelit-belit, ini harus sesuai
dengan konsep dasar dari pelayanan satu pintu.
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